BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Penelitian ini secara menyeluruh menyimpulkan bahwa sistem
perlindungan hukum terhadap royalti lagu dalam kerangka hukum hak
cipta di Indonesia telah dirancang secara komprehensif dan terstruktur
melalui regulasi utama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta yang menjadi landasan fundamental, serta didukung
secara operasional oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang
mengatur tata cara teknis pengelolaannya. Mekanisme perlindungan ini
tidak hanya mencakup dimensi hak moral yang bersifat permanen dan
melekat secara pribadi pada diri pencipta sehingga tidak dapat dialihkan
atau dicabut dalam bentuk apapun, tetapi juga menjamin hak ekonomi
yang esensial berupa hak eksklusif untuk memperoleh imbalan finansial
yang layak melalui mekanisme lisensi individu maupun pengelolaan
kolektif oleh lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Selain itu, sanksi hukum yang tegas telah diatur untuk mencegah
pelanggaran, termasuk pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda
signifikan bagi pelaku komersial yang sengaja melanggar hak ekonomi
pencipta, meskipun dalam praktik lapangan implementasinya masih sering

terkendala oleh faktor-faktor seperti rendahnya tingkat kesadaran dan
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pemahaman pelaku industri musik terhadap kewajiban hukum mereka,
ketidakpatuhan sistematis dalam pembayaran royalti, serta kurangnya
transparansi dan efektivitas pada Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik
(SILM) yang seharusnya menjadi pusat data terintegrasi.

Pengelolaan royalti dalam konteks hak cipta lagu dan musik di
Indonesia merupakan pilar fundamental perlindungan ekonomi bagi
pencipta dan pemegang hak, sebagaimana diatur secara komprehensif
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang menegaskan
royalti sebagai imbalan wajib atas pemanfaatan komersial karya cipta.
Sistem ini menjamin hak eksklusif pencipta melalui mekanisme lisensi
yang transparan, dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berperan sentral dalam
menghimpun, mendokumentasikan via Sistem Informasi Lagu dan/atau
Musik (SILM), serta mendistribusikan royalti berdasarkan data
penggunaan aktual dari pertunjukan live, siaran radio/televisi, hingga
platform streaming. Keberadaan pengelolaan kolektif ini tidak hanya
melindungi mechanical rights dan performing rights, tetapi juga
memastikan bahwa tidak ada pencipta yang dapat ditahan hak
ekonominya, bahkan dalam kasus penggunaan tanpa lisensi formal,
sehingga menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan
berkelanjutan.

Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa terkait royalti lagu

yang timbul akibat pelanggaran hak cipta, penelitian ini menegaskan



55

bahwa jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti negosiasi
langsung antarpihak, mediasi dengan fasilitator netral, dan konsiliasi
menjadi prioritas utama sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak
Cipta, yang bertujuan untuk mencapai mufakat secara damai sebelum
berlanjut ke tahap yang lebih formal. Pendekatan APS ini tidak hanya lebih
cepat dan efisien dalam hal waktu serta biaya dibandingkan proses
pengadilan konvensional, tetapi juga menjaga kerahasiaan informasi
sensitif bisnis serta mempertahankan hubungan kerja sama jangka panjang
antara pencipta, pemegang hak, dan pengguna komersial seperti radio,
kafe, atau platform streaming, di mana kegagalan mencapai kesepakatan
akan membuka peluang arbitrase yang bersifat mengikat secara hukum
melalui arbiter profesional yang dipilih bersama, atau litigasi perdata
maupun pidana delik aduan di Pengadilan Niaga sebagai langkah terakhir
untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas kerugian yang

dialami.

B. Saran
Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap perlindungan hukum
royalti lagu dalam sistem hak cipta Indonesia, disarankan agar pemerintah
melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian
Hukum dan HAM mempercepat implementasi digitalisasi penuh Sistem
Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang terintegrasi secara real-time
dengan semua platform streaming, radio, dan penyiaran komersial, disertai

pembentukan unit pengawasan independen untuk memantau kepatuhan
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pelaku usaha. Selain itu, perlu ditingkatkan sosialisasi wajib melalui
workshop dan sertifikasi tahunan bagi pengelola kafe, hotel, event
organizer, serta stasiun radio/televisi mengenai kewajiban lisensi dan
pembayaran royalti melalui LMKN, dengan sanksi progresif seperti denda
berlipat ganda, pencabutan izin usaha sementara, hingga blacklist bagi
pelanggar berulang, sehingga menciptakan efek jera sekaligus
meningkatkan pendapatan royalti pencipta hingga 30-50% dalam 2-3
tahun ke depan.

Bagi para pencipta lagu dan pemegang hak cipta, sangat dianjurkan
untuk segera mendaftarkan karya secara online di DJKI sejak tahap demo
untuk memperoleh sertifikat bukti kuat, serta aktif bergabung dengan
LMK terdaftar guna memaksimalkan pendistribusian royalti melalui
Sistem Informasi Pengelolaan Royalti, sambil memanfaatkan jalur APS
(mediasi/konsiliasi) sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum
litigasi untuk menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Pelaku industri
musik seperti label rekaman dan platform digital disarankan membentuk
forum kolaboratif bulanan dengan LMKN untuk transparansi data
penggunaan lagu, sementara akademisi dihimbau mengembangkan
kurikulum HKI wajib di fakultas hukum dan seni demi generasi pencipta

yang lebih sadar hak.
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